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DIAKOMODASI MELALUI PROGRAM PDPD

Jaminan Persalinan Terbuka bagi Warga

YQGYA (KR) - Penduduk Kota Yogya
yvang belum memiliki Jaminan Ke-
sehatan Nasional (JKN) tidak perlu kha-
watir ketika hendak menjalani persali-
nan. Hal ini lantaran jaminan persalinan
terbuka bagi warga kota melalui pro-
gram Penduduk yang Didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah (PDPD).

Menurut Kepala Dinas Kesehatan
Kota Yogya Emma Rahmi Aryani, pro-
gram PDPD sejak awal digulirkan guna
mengakomodir warga yang belum terak-
ses JKN karena berbagai sebab. "Semua
penduduk yang memiliki KTP Kota
Yogya dan memenuhi syarat perawatan
sesuai aturan, bisa mengakses jaminan
persalinan,” jelasnya, Jumat (22/7).

Syarat yang diberlakukan adalah

pasien bersedia dirawat di ruang kelas -

tiga. Hal tersebut selaras dengan hak pe-
serta JKN yang difasilitasi pemerintah.
"Jadi, asalkan pasien mau menjalani pe-
rawatan di kelas tiga, bisa mengakses ja-
minan persalinan,” imbuhnya.

Emma menguraikan, Kota Yogya su-
dah terlebih dulu memberikan jaminan
persalinan melalui program Jaminan
Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang dibi-
ayai oleh APBD. Akan tetapi, layanan

tersebut berubah seiring dengan diber-
lakukannya program universal cover-
age- melalui JKN. "Pemerintah Kota
Yogya tetap berupaya memberikan du-
kungan pemberian jaminan persalinan
melalui program PDPD dengan sistem
sesuai JKN bagi warga yang belum ter-
kover,” urainya. .
Dengan mengakses jaminan persali-
nan melalui PDPD, warga Kota Yogya ju-
ga bisa memperoleh keuntungan sesuai

-aturan yang berlaku saat melahirkan.

Dengan begitu hak atau fasilitas yang di-
terima oleh pasien tidak jauh berbedalde-
ngan aturan terbaru yang ditetapkan pe-
merintah yakni Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 2022 yang berlaku sejak
12 Juli lalu. Aturan tersebut berkaitan
dengan peningkatan akses kesehatan ba-
gi ibu hamil.

Dirinya berharap pemberian akses la-
yanan kepada ibu melahirkan yang belum
memiliki jaminan kesehatan apapun da-
pat menjadi salah satu .upaya. untuk
menekan potensi kematian ibu dan bayi.
Pemantauan kesehatan selama kehami-
lan juga dilakukan oleh kader yang ada di
tiap wilayah, sehingga kesehatan ibu dan
bayi pun selalu terpantau. (Dhi)-f
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